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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

 
 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

NOMOR 05 TAHUN 2009 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMUNGUTAN 

RETRIBUSI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan pemungutan retribusi daerah perlu 

dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pemungutan retribusi daerah;  

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka terjadi 

perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah yang menyebabkan 

dihapusnya nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara 

Pemungutan Retribusi Daerah. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa   Timur 

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950); 

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4048 ); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor  47  

Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4287); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355 ); 

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389 ); 
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6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32  Tahun  2004  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 125, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor  

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4139); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4737); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 

Perubahan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2002 Nomor 01, Seri C); 

17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2007, Nomor 01, Seri E); 

18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 

2008, Nomor 05); 

19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 

2008, Nomor 09). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN 

dan 

WALIKOTA PASURUAN 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR  02 TAHUN 2002 

TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

DAERAH. 

 

  

Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 

2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01, Seri E) diubah sebagai berikut : 

 

1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf d diubah dan selanjutnya dibaca 

sebagai berikut :  

 

d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan. 

 

2. BAB III Tata Cara Membayar Retribusi Pasal 7 huruf a diubah dan 

selanjutnya dibaca sebagai berikut : 

 

Pasal 7 
 

(1) Pembayaran dilakukan ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus 

Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. 

(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk 

oleh Kepala Daerah, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas 

Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam 

dan/atau dalam waktu yang ditentukan dengan Keputusan Kepala 

Daerah. 

(3) Tata cara penyetoran ke Kas Daerah dilakukan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal  II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan. 

 

Ditetapkan di : Pasuruan 

pada tanggal : 28 Agustus 2009 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

 

Ttd, 

 

 

AMINUROKHMAN 
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Diundangkan di : Pasuruan 

pada tanggal   : 12 Oktober 2010 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 

                                

Ttd, 

 

     

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19600528 198403 1 005 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010,  

NOMOR 14 
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PENJELASAN 

 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

 

NOMOR 05 TAHUN 2009 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMUNGUTAN 

RETRIBUSI DAERAH 

 

 

 

 

I. UMUM 
 

Bahwa dalam upaya mendukung optimalisasi pendapatan dari retribusi daerah perlu 

dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap produk hukum daerah yang mengatur 

mengenai pedoman tata cara pemungutan retribusi daerah sesuai dengan kondisi dan 

perkembangan Kota Pasuruan dan tetap dengan memperhatikan kemampuan masyarakat. 

 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 

Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01, Seri E) perlu disesuaikan dan disempurnakan.  

 

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I : Cukup jelas. 

Pasal II : Cukupjelas. 
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